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A. Kesimpulan  
Adanya Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan tersebut 
memberikan pengaruh sebagai pengakuan dan penguatan terhadap adanya 
kearifan lokal masyarakat hukum adat Dayak Ngaju di Provinsi Kalimantan 
Tengah dan legalitas bagi masyarakat hukum adat. Dalam hal pembukaan 
lahan untuk usaha perkebunan dilakukan musyawarah dengan masyarakat 
hukum adat untuk melaksanakan atau mendapatkan izin perkebunan dari 
masyarakat hukum adat agar tidak terjadi permasalahan yang tidak 
diharapkan. Adapun kewajiban bagi pengusaha perkebunan untuk mengakui 
dan menghormati nilai-nilai kearifan lokal masyarakat hukum adat seperti 
menyanggar dan memapas lewu. Hal ini akan menguatkan kedudukan 
masyarakat hukum adat Dayak Ngaju dalam mempertahankan hak-hak 
adatnya dan mempertahankan kearifan lokal yang ada pada masyarakat 
hukum adat Dayak. Hak-hak masyarakat hukum adat Dayak akan lebih 
terjaga dan diakui dan dalam pelaksanaannya pihak perkebunan juga 
ditekankan untuk memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal yang berkembang 
di Provinsi Kalimantan Tengah. 
B. Saran 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan kemudian juga 
didukung dengan kajian-kajian teoritis yang telah dituangkan dalam 
penulisan skripsi yang berjudul Pengelolaan Usaha Perkebunan 





Dayak Ngaju di Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah, adapun saran yang 
diberikan sebagai  berikut. 
1. Hendaknya  Pemerintah  Kabupaten  Seruyan  baik  melalui  Dinas 
Ketahanan  Pangan  dan  Pertanian  melakukan  sosialisasi  terhadap  
pengusaha  perkebunan  tentang pentingnya  menjaga kearifan  lokal   
khususnya dalam melakukan perkebunan agar perkebunan yang 
dilaksanakan  dapat memberikan dampak yang baik bagi alam dan 
masyarakat  dengan  memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam  
kearifan  lokal  masyarakat hukum adat  Dayak  Ngaju. 
2. Bagi  Dinas  Ketahanan  Pangan  dan  Pertanian  Dinas  Kabupaten 
Seruyan  membawa  pengusaha  perkebunan  di  daerah  untuk 
mengembangkan nilai-nilai  kearifan  lokal  dalam  pelaksanaan 
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